
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rentang Pcmerintahan
Dacrah [Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 ten tang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tcntang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatern setatan
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 L);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;

Mengingat:

b. bahwa bcrdasarkan pcnimbangan sebegaimana dimaksud
dalam hUM a, pcrlu membcnruk Peraturan Daerah tentang
Perubahnn Alas Peraiuran Daerah Kota Palernbang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pcnyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mcnimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraruran Pcmcrintah
Nomor 42 Tahun 20 I3 teruang Syarat dan Tala Cara Pemberian
Baruuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum scrta
dalam rangka optimalisasi pclaksanaan kcgiatan
pcnyelenggaraan banruan hukum, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraruran Daerah KOla Palembang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penyclcnggaraan Bamuan Hukum;
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PERATURANDAERAH TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM

MEMUroSKAN:

WAUKOTAPALEMBANO

dan

DEWAN PERWAKlLANRAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dcngan Pensctujuan Bcrsama

9. Peraturan Daerah KOla PaJembang Nomor 9 Tahun 2012
tcntang Penyelenggaraan Banruan Aukum (Lembaran Daerah
Kora PalembangTahun 2012 Nomor 9);

8. Pcraturan Daerah Kola PaJembang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Rota Palernbang, Sckretariat Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Star Ahli
Walikota (Lcmbaran Daerah Kala Palembang Tahun 2008
Nomor 8) sebagalmana Lelah diubah bebcrapa kali lcrakhir
dengan Pcraturan Daerah Kala Palembang Nomor 8
Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Alas Pemturan Daerah
Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pcmbentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota
Palembang dan Star Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota
Palcmbang Tabun 2013 Nomor 8);

7. Peraruran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22
Tahun 2013 teruang Pcraturan Pelaksanaan Peraturan
Pernerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syaral dan Tats
Cam Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 870);

6. Peraruran Menteri Hukum dan RRk Asasi Manusia Nomor 3
Tabun 20] 3 tentang Tala Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
[Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tabun 2013 Tentang Syarat
dan Tata Cam Pernberian Banruan Hukum dan PenyaJuran
Dana Bantuan Hukum (tcmbaran Negard Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5421);

4. Undang-Undang Nornor 16 Tabun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5248);

2

Menetapkan:



(1)Unrok mclaksanakan rugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 7. Pernerintah Kola mclalui Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAIli)berwenang:

a. mengawasi dan mcmnstikan penyelenggaraan Bantuan
Hukum dan pemberian Banruan Rukum yang dijalankan
sesuai dengan asas dan rujuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini;

b.mcngevaluasi penyelenggaraan Banruan Aukum dan
Pemberian Bantuan Hukum; dan

c. dihapus,

(2)Dihapus.

Pasal8

4. Ketentuan 8AB V PENYELENGQARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2)dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut:

8a. Pemohon Banruan Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin atau kuasanya yang adak tcrmasuk Pcmberi
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan
permohonan Bantuan Hukum.

3. Diantara ketentuan Pasal I angka 8 dan angka 9 disisipkan
angka 8a yang bcrbunyi sebagai berikut:

6. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sclanjutnya
disebut Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sekrctariat Daerah Kota
Palcmbang.

2. Ketcntuen Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Seluruh frasa "Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana"
dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diu bah menjadi
"Bagian Hukum dan HA.,\4 ••

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kota Palembang
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
(Lembaran Daerah KOlaPalembang Tahun 2012 Nomor 9), diubah
sebagal berikut:

Pasal I
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NOREG PEAATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG. PROVLNSI SUMATERA
SELATAN: (3/PLG/2014)

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR
UCOK HlDAYAT

Diundangkan di Palembang
pada tanggal II ~epiembtr 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

~

ROMI HERTON

Ditetapkan di P embang
pada tanggal 11~iembe.r 2014

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah KotaPalembang.

PasaJ U
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